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RINGKASAN 

 

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat 

pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Keterbukaan informasi publik akan membawa 

dampak terhadap penyelenggaraan negara yang baik karena keterbukaan informasi publik 

dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk melakukan 

 pengawasan terhadap penyelengaraan negara. 

Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan anugerah yang diharapkan banyak 

pihak. Sebaliknya, ketidakpastian dan ketidakteraturan (chaos) menjadi sesuatu yang harus 

dihindari. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan 

kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi 

harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, 

kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas 

bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.  

Peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak 

publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak 

setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas 

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

publik sebagaimana diamanatkan untuk memberikan kewajiban kepada setiap badan publik 

dalam membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan pelayanan 

informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini merupakan salah 

satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan diundangkan pada 

tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang ini 

bertujuan untuk: 

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan 

publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta 

alasan pengambilan suatu keputusan publik; 

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan badan publik yang baik; 

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, 

efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; 

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 
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6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

dan/atau 

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik 

untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas  

Keterbukaan informasi pada badan publik, sesungguhnya dapat memberikan dampak 

positif kepada dua pihak sekaligus, baik badan publik maupun mayarakat. Bagi badan publik 

penerapan keterbukaan informasi dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, 

dan akuntabilitas program-program yang dijalankan. Sementara bagi masyarakat, 

keterbukaan informasi bermanfaat guna terpenuhinya hak untuk mengetahui informasi publik 

(right to know), sehingga pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat 

dalam pembangunan. 

Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat merupakan 

lembaga pemerintah yang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2021 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat.  

Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan 

Barat terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan 

Pengelolaan Kelembagaan, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Kepala 

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan. Serta jabatan fungsional 

tertentu, yaitu widyaiswara,  nutrisionis, arsiparis dan analis kepegawaian. 

Tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan 

Barat sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021, 

BPSDM Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan 

urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, 

yaitu: 

1. Perumusan program kerja di bidang pengembangan sumber daya manusia. 

2. Perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pengembangan sumber daya 

manusia. 

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia. 

4. Penyelenggaraan kegian unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang 

pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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5. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sumber daya 

manusia. 

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang 

pengembangan sumber daya manusia. 

7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPSDM. 

8. Pelaksanaan administrasi badan pengembangan sumber daya manusia. 

9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di 

bidang pengembangan sumber daya manudia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di 

bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan 
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LAPORAN TAHUNAN  

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BPSDM PROV. KALBAR 

TAHUN 2023 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Kalimantan Barat sebagai salah satu Badan Publik telah menunjuk Pejabat 

Pengolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui  keputusan Gubernur 

Kalimantan Barat Nomor 421/HUMPRO/2011 tentang penunjukan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada satuan Kerja Perangkat 

Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah 

dalam surat keputusan Gubernur Nomor 109/HUMPRO/2013 tentang perubahan 

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimnatan Barat 

direvisi kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 667/HUMAS/Tahun 2015 

tanggal 31 Juli 2015, kembali direvisi berdasarkan SK Gubernur Kalimantan 

Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tentang penunjukan Pejabat Pengelola 

Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimanatan Barat dan terakhir kembali direvisi dengan Keputusan Gubernur 

Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang 

Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 

dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 

Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 

2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2023 tentang 
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Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Keputusan Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Nomor 

1005 Tahun 2023 tentang Penetapan daftar informasi publik dan pejabat 

pengelola informasi serta dokumentasi pembantu pada Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. 

 
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 

Untuk mendukung Pelayanan informasi publik di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini dilaksanakan di 

Lobby Utama. Adapun ruangan pelayanan informasi publik tersebut dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana sebagai berikut: 

No. Sarana/Prasarana Jumlah Kondisi 

1. Meja Layanan 1 Buah Baik 

2. Kursi Tamu 1 Set Baik 

3. Layar Monitor Informasi 1 Buah Baik 

4. Ruang VIP 1 Ruangan Baik 
 

5. Kursi Roda 1 Buah Baik 

6. Televisi LED 1 Buah Baik 

7. Sound System 1 Set Baik 

8. Air Conditioner (AC) 2 Buah Baik 

9. Tempat Sampah 2 Buah Baik 

10. Komputer 1 Set Baik 

 

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik 

Pada umumnya pelaksanaan pelayanan informasi publik di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat melibatkan 

seluruh pegawai yang tersedia baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai 

Tidak Tetap (PTT). Keterlibatan seluruh sumber daya manusia yang ada tentu 

tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Namun, dibalik 

keterlibatan seluruh pegawai, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Kalimantan Barat tetap menunjuk beberapa pejabat agar terlibat 

langsung dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Hal ini disampaikan 

pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 132 Tahun 2023.  
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Adapun Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2023 sebagai berikut.  

 

No. Jabatan Pokok Kedudukan Dalam PPID Kualifikasi 

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat 

Atasan PPID Pembantu S1 

2. Sekretaris PPID Pembantu S1 

3. Kasubbag Umum dan Aparatur Sekretaris S1 

4. Kepala Bidang Pengembangan 
Kompetensi Teknis 

Bidang Fasilitasi 
Sengketa Informasi  

S2 

5. Kepala Bidang Pengembangan 
Kompetensi Manajerial dan Fungsional 

Bidang Pelayanan 
Informasi dan 
Dokumentasi 

S2 

6. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi 
Pengelolaan Kelembagaan 

Bidang Pengolahan Data 
dan Klasifikasi Informasi 

S1 

7. Kepala Sub Bagian Rencana Kerja 
Keuangan dan Aset 

Anggota S1 

8. Analis Kepegawaian Ahli Muda Anggota S1 

9. Analis Kepegawaian Ahli Muda Anggota S2 

10. Analis Kepegawaian Ahli Muda Anggota S2 

11. Analis Kepegawaian Ahli Muda Anggota S1 

12. Analis Kepegawaian Ahli Muda Anggota S1 

13. Analis Kepegawaian Ahli Muda Anggota S2 

14. Analis Kebijakan Ahli Muda Anggota S2 

15. Analis Kebijakan Ahli Muda Anggota S2 

16. Analis Kebijakan Ahli Muda Anggota S2 

17. Pejabat Fungsional Anggota D-III s.d S3 

18. Pejabat Pelaksana Anggota SMA s.d S1 

 

Selain pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi, Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat juga 

menugaskan beberapa Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk melaksanakan tugas 

piket pada ruang pelayanan informasi publik yang terdapat di Lobby Utama. 

Tugas piket tersebut diutamakan untuk melayani tamu yang datang ke Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat sehingga 

ketika tamu datang, tamu akan segera mendapatkan pelayanan tanpa menunggu 

dengan waktu yang lama.  
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Adapun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditugaskan untuk piket pada 

Ruang Pelayanan adalah sebagai berikut: 

 

No. 
 

Nama Petugas 
Jadwal Piket 

Kualifikasi 
Hari Waktu 

1. Fery Try Ananda, S.IP  Senin 08.00 – 15.00 WIB S1 

2. Rudi Harianto Senin 08.00 – 15.00 WIB SMA 

3. Robby Soedhar Herianto Selasa 08.00 – 15.00 WIB SMA 

4. Salman Yopiantono  Selasa 08.00 – 15.00 WIB SMA 

5. Muftia, S.T Rabu 08.00 – 15.00 WIB S2 

6. Diny Arista, A.Md Rabu 08.00 – 15.00 WIB D-III 

7. Desy Amalia, S.IP Kamis 08.00 – 15.00 WIB S1 

8. Catren Andriani Orin, S.E Jumat 08.00 – 15.00 WIB S1 

9. Martha Richa, S.Pd Jumat 08.00 – 15.00 WIB S1 

 

C. Anggaran Layanan Informasi Publik 

Layanan Informasi Publik pada  Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki anggaran khusus yang 

bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Anggaran tersebut 

tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Daerah Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Nomor 

DPA/A.1/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tahun Anggaran 2023 dengan nama 

kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan ini mencakup 

ketersediaan peralatan alat tulis kantor serta keperluan rapat rutin. Sedangkan 

ketersediaan dan perawatan pada sarana dan prasarana yang tersedia pada 

ruang layanan dianggarkan pada pengadaan meubel hingga pemeliharaan sarana 

dan prasarana kantor.  

 

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik 

Pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari dua yaitu permintaan penyediaan 

narasumber atau widyaiswara dan pelayanan fasilitasi penyediaan sarana dan 

prasarana. Pengguna informasi terkait dengan dua pelayanan tersebut biasanya 

dilakukan secara langsung. Namun, tidak menutup kemungkinan juga permintaan 

infromasi tersebut dilakukan lewat telepon atau whatsapp. 

Jumlah permintaan informasi di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 sebanyak 160 permintaan. 

Sebagian besar permintaan informasi tersebut berasal dari instansi pemerintah.  
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Adapun rekapitulasi jumlah permintaan informasi publik tersebut sebagai 

berikut: 

No. Jenis Pelayanan Bulan Diterima Ditolak 

1. Penyediaan Narasumber 
Januari 

0 - 

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana 8 - 

3. Penyediaan Narasumber 
Februari 

3 - 

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana 3 - 

5. Penyediaan Narasumber 
Maret 

2 - 

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana 4 - 

7. Penyediaan Narasumber 
April 

5 - 

8. Penyediaan Sarana dan Prasarana 10 - 

9. Penyediaan Narasumber 
Mei 

5 - 

10. Penyediaan Sarana dan Prasarana 4 - 

11. Penyediaan Narasumber 
Juni 

10 - 

12 Penyediaan Sarana dan Prasarana 5 - 

13. Penyediaan Narasumber 
Juli 

10 - 

14. Penyediaan Sarana dan Prasarana 8 - 

15. Penyediaan Narasumber 
Agustus 

15 - 

16. Penyediaan Sarana dan Prasarana 8 - 

17. Penyediaan Narasumber 
September 

17 - 

18. Penyediaan Sarana dan Prasarana 9 - 

19. Penyediaan Narasumber 
Oktober 

4 - 

20. Penyediaan Sarana dan Prasarana 16 - 

21. Penyediaan Narasumber 
November 

3 - 

22. Penyediaan Sarana dan Prasarana 10 - 

23. Penyediaan Narasumber 
Desember 

2 - 

24 Penyediaan Sarana dan Prasarana 4 - 

Jumlah 165 0 

 

 

B. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik 

Pelayanan penyediaan narasumber atau widyaiswara memerlukan jangka 

waktu paling lambat 100 menit setelah penerimaan surat permintaan penyediaan 

narasumber. Hal ini dikarenakan bidang terkait akan mengecek terlebih dahulu 

kesediaan jadwal narasumber itu sendiri. Sedangkan untuk pelayanan 

penyediaan sarana dan prasarana hanya memerlukan waktu sekitar 95 menit 

untuk penyelesaiannya. Akan tetapi apabila ada hal lain yang perlu 

dikonsultasinya, maka waktu pelayanan akan bertambah.   

Jangka waktu yang diberikan kepada pemohon permintaan informasi publik 

ini telah diatur didalam Standar Operasional Prosedur Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusi Provinsi Kalimantan Barat. SOP tersebut terdapat pada 

lampiran 3 dan lampiran 4.  
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4. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat dan pengguna 

informasi berkaitan dengan hal memperoleh informasi publik dalam hal ini informasi 

publik tersebut adalah penyediaan narasumber dan penyediaan sarana dan 

prasarana. Pada tahun 2023, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Kalimantan Barat tidak ada sengketa informasi publik. Oleh karena itu tidak ada 

rincian penyelesaian sengketa informasi publik pada Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. 

 

5. STANDAR PELAYANAN  

Standar pelayanan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup Pelayanan : 

a. Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Manajerial dan Fungsional 

b. Pelatihan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 

c. Pelayanan Fasilitasi Izin Penyelenggara Pelatihan 

d. Pelayanan Fasilitasi Penyewaan Sarana dan Prasarana 

Standar pelayanan tersebut wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan 

Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh 

Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggara 

pelayanan publik. 

 

6. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Dalam Penetapan Informasi pelayanan publik juga menetapkan informasi yang 

dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas. Informasi yang dikecualikan                     

terdiri dari : 

a. Rincian Harga Penyusunan HPS 

b. Rincian Harga Penawaran Penyediaan Pemenang Kontrak 

c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 

d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

e. Spesifikasi Pekerjaan 

f. Gambaran Pekerjaan 

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  

h. Adedum kontrak apabila ada 

i. Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan beserta lampirannya. 
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7. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

A. Kendala Eksternal 

Dalam pelaksanaan layanan publik, Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki kendala eksternal. Kendala 

eksternal ini adalah pengguna informasi sering kali tidak membawa kelengkapan 

administrasi saat melakukan permintaan informasi publik. Kelengkapan 

administrasi yang dimaksud adalah surat permintaan informasi publik, baik 

permintaan penyediaan narasumber maupun permintaan penyediaan sarana 

dan prasarana. Adanya kendala eksternal tersebut mengakibatkan pengguna 

informasi mengalami hambatan dalam kelancaran menerima informasi. 

Akibatnya pengguna informasi harus kembali untuk mengusulkan surat 

permintaan tersebut. 

 

B. Kendala Internal 

Selain adanya kendala eksternal,  Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Kalimantan Barat  juga memiliki kendala internal dalam 

melaksanakan layanan informasi publik. Kendala internal tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang teknologi yang dapat 

mengelola website Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Kalimantan Barat. 

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat 

belum memiliki petugas khusus yang dapat bertugas secara tetap pada front 

desk sehingga apabila terdapat Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang memiliki 

tugas tertentu ataupun berhalangan hadir, maka meja pelayanan menjadi 

kosong. Hal ini menyebabkan pengguna informasi sering mengalami 

kebingungan dalam mencari tempat untuk memperoleh informasi. 
 

8. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

A. Rekomendasi 

Rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan layanan 

informasi publik adalah meningkatkan sarana dan prasarana agar pengguna 

pelayanan akan merasa nyaman. Selain itu, permintaan untuk penambahan 

pegawai yang menguasai bidang teknologi dan informasi agar website yang 

sudah ada akan terus aktif. 

B. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah terus 

meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan perencanaan penambahan 

pegawai yang berkompeten di bidang teknologi informasi, serta menambah 

anggaran khusus untuk pelaksanaan layanan informasi publik di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Tindak lanjut 

ini akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2024. 



Sarana dan Prasarana 

Meja Layanan Kursi Tamu 

 
 

Ruang VIP Televisi LED 

  

Laptop Sound System 

  

 

 

 



Tempat Sampah Kursi Roda 

 
 

Air Conditioner (AC) 

  

 

 

 







































































Nomor SOP 000.8.3.2/   2041   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan Oleh

Dasar Hukum

1. UU Nomor 5 Tahun 2014; 1. Memiliki sertifikat TOC dan MOC

2. PP No. 17 Tahun 2020; 2.  Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. Perlan Nomor 15 Tahun 2011 ; 3. Memahami agenda kegiatan 

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;

5. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021; 

6. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019. 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. 1. Komputer/Laptop

2. 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. 3. Agenda pelaksanaan kegiatan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Buku Agenda Surat Keluar

2. Lembar disposisi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Jika SOP Penawaran/Pemanggilan Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional tidak 

dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional terkendala

Nama SOP
Penawaran/Pemanggilan Peserta Pengembangan 

Kompetensi Manajerial Dan Fungsional

Kualifikasi Pelaksana

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PENAWARAN/ PEMANGGILAN PESERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

Pejabat 

Pelaksana / 

Pejabat 

Fungsional 

Bidang 

PKMF

Pejabat 

Pelaksana / 

Pejabat 

Fungsional 

Subbag 

Umpar

Kabid 

PKMF
Sekretaris Kaban

OPD Pemprov. 

Kalbar / BKD 

Prov. / 

BKPSDM 

Kab/Kota

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Mendistribusikan Surat Penawaran Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Agenda 5 menit Surat Penawaran Untuk Pelatihan Struktural, 

Pelatihan Dasar CPNS dan 

Orientasi PPPK ditujukan ke 

BKD Prov. / BKPSDM 

Kab/Kota

2 Menerima dan mengirim nama-nama usulan calon 

peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan 

Surat Penawaran 5 menit Daftar nama calon 

peserta pelatihan

SOP OPD, BKD Prov. / 

BKPSDM Kab/Kota

3 Memberikan Disposisi arahan koordinasi Daftar nama calon 

peserta pelatihan

5 menit Disposisi, Daftar 

nama calon 

peserta pelatihan

4 Memberikan instruksi untuk merekap nama-nama 

calon peserta pelatihan;

Disposisi, Daftar nama 

calon peserta 

pelatihan

5 menit Disposisi, Daftar 

nama calon 

peserta pelatihan

5 Mengumpulkan data, merekap data dan melakukan 

pembagian kuota usulan calon peserta pelatihan;

Disposisi, Daftar nama 

calon peserta 

pelatihan

60 menit Daftar nama calon 

peserta pelatihan

6 Meneliti/mengkoreksi daftar nama-nama calon 

peserta pelatihan, jika setuju membuat nota dinas 

dan konsep surat pemanggilan peserta, jika tidak 

setuju mengembalikan ke Pejabat Pelaksana / 

Pejabat Fungsional Bidang PKMF terkait untuk 

diperbaiki

Disposisi, Daftar nama 

calon peserta 

pelatihan

60 menit Nota Dinas, Surat 

pemanggilan 

peserta pelatihan

7 Meneliti/mengkoreksi daftar nama-nama calon 

peserta pelatihan, memberi paraf surat, membuat 

disposisi dan menyampaikan ke kaban

Nota Dinas, Surat 

pemanggilan peserta 

pelatihan

5 menit Nota Dinas, Surat 

pemanggilan 

peserta pelatihan

No. Kegiatan

Mutu Baku

KET

Pelaksana

11

T

Y

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Pejabat 

Pelaksana / 

Pejabat 

Fungsional 

Bidang 

PKMF

Pejabat 

Pelaksana / 

Pejabat 

Fungsional 

Subbag 

Umpar

Kabid 

PKMF
Sekretaris Kaban

OPD Pemprov. 

Kalbar / BKD 

Prov. / 

BKPSDM 

Kab/Kota

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No. Kegiatan

Mutu Baku

KET

Pelaksana

8 Meneliti dan menandatangani surat pemanggilan 

peserta

Nota Dinas, Surat 

pemanggilan peserta 

pelatihan

5 menit Surat pemanggilan 

peserta

9 Mencatat, mengagendakan, memberi nomor surat, 

meneruskan ke bidang PKMF

Surat pemanggilan 

peserta

5 menit Surat pemanggilan 

peserta, 

Penomoran surat

10 Mencatat, mengagendakan, memberi nomor surat, 

mengirimkan kepada pihak terkait serta 

mengarsipkan nota dinas dan disposisi.

Disposisi, Surat 

pemanggilan peserta

60 menit Agenda (catatan), 

Surat Pemanggilan 

Peserta, arsip 

surat/nota dinas, 

dan disposisi

Total ….... 215 menit

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2042   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan Oleh

Dasar Hukum

1. UU Nomor 5 Tahun 2014; 1. Memiliki sertifikat TOC dan MOC

2. PP No. 17 Tahun 2020; 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. Perlan Nomor 15 Tahun 2011 ; 3.  Memahami agenda kegiatan 

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;

5. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021; 

6. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019. 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penawaran/Pemanggilan Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional 1. Komputer/Laptop

2. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Agenda pelaksanaan kegiatan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Jadwal pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Jika SOP Pembukaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional tidak dilaksanakan 

maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional terkendala

Kualifikasi Pelaksana

Nama SOP
Pembukaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial 

dan Fungsional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PEMBUKAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

JFT/ Pelaksana 

bidang PKMF
Kabid PKMF Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pengantar Pembukaan Susunan Acara 2 menit Pengantar MC

2. Mendengarkan Lagu Indonesia 

Raya 

Laptop 5 menit Tayangan Video 

Lagu Indonesia 

Raya

3. Pembacaan Doa Naskah Doa 5 menit Teks Doa

4. Laporan Ketua Panitia 

Penyelenggara Kegiatan 

Naskah Laporan 45 menit Teks Laporan 

Panitia

5. Sambutan Kepala BPSDM Naskah 

Sambutan 

45 menit Teks

6. Pengalungan Tanda Peserta Tanda Peserta 5 menit Pengalungan 

Tanda Peserta 

7. Pembacaan Janji Peserta Naskah Janji 

Peserta

5 menit Pembacaan 

Janji Peserta

Pelatihan dasar CPNS dan 

Pelatihan Struktural 

Kepemimpinan

8. Foto Bersama Undangan dan 

Peserta Pelatihan 

Kamera 5 menit Foto

9. Pengantar Penutupan Susunan Acara 2 menit Penutup dari 

MC

Total….. 119 menit

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2043   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan Oleh

Dasar Hukum

1. UU Nomor 5 Tahun 2014; 1. Memiliki sertifikat TOC dan MOC

2. PP No. 17 Tahun 2020; 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. Perlan Nomor 15 Tahun 2011 ; 3. Memahami agenda kegiatan 

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;

5. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021; 

6. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019. 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penawaran/Pemanggilan Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan 1. Komputer/Laptop

Fungsional 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Agenda pelaksanaan kegiatan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Jadwal pengembangan kompetensi manajerial dan fungsionalJika SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional tidak 

dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional terkendala

Kualifikasi Pelaksana

Nama SOP
Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

Peserta 

Pelatihan

Nara  

Sumber
Pendamping 

Panitia 

Bangkom
Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Peserta melakukan registrasi Agenda 5 menit Absen, toolkit, 

2 Meminta Surat Tugas, surat pernyataan sanggup mengikuti 

kegiatan, dan bio data, jadwal kegiatan serta menyerahkan toolkit 

kepada peserta dan memberikan arahan kegiatan selanjutnya

Absen, toolkit, 1 jam ST, Bio, data, surat pernyataan

3 Peserta Pelatihan menempati ruangan yang sudah disediakan 

panitia

Persiapan mengikuti 

pelatihan

15 menit Ruangan

4 Pendamping terlebih dahulu mengarahkan peserta Pelatihan 

untuk menandatangani daftar hadir, memperkenalkan narasumber

Absen, Biodata 

Narsum

5 menit Data Kehadiran peserta, 

Penyampaian Biodata Narsum

5 Pre Test Soal Pre Test 45 Menit Soal dan Lembar Jawaban Pre 

Test

Jika Ada

6 Narsum menyampaikan paparan materi kepada peserta Pelatihan Bahan ajar (materi 

Diklat)

135 menit Penyampaian bahan ajar (materi)

7 Peserta Pelatihan menyimak, mencatat, memperhatikan dengan 

baik, bertanya, dan menanggapi jawaban sesama peserta

ATK, modul dll 135 menit Materi dapat dipahami

8 Break pertama Break 15 menit Break

9 Narasumber kembali menyampaikan paparan, dialog, diskusi dua 

arah

Bahan ajar (materi 

Diklat), tanya jawab

135 menit Penyampaian bahan ajar (materi), 

solusi dan pemecahan masalah

10 Pendamping memonitor jalannya pelaksanaan Pelatihan, 

mencatat keadaan yang sedang berlangsung, dan membantu 

narsum jika dibutuhkan untuk keperluan dikjartih didalam kelas

ATK, pengeras suara 

dll

135 menit Terpenuhi kebutuhan didalam 

kelas diklat

NO Aktivitas

Mutu Baku

KET

Pelaksana

11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Peserta 

Pelatihan

Nara  

Sumber
Pendamping 

Panitia 

Bangkom
Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO Aktivitas

Mutu Baku

KET

Pelaksana

11 Ishoma Break 60 menit Break

12 Peserta Pelatihan menandatangani daftar hadir sesi selanjutnya Absen (daftar hadir) 

peserta

15 menit Data kehadiran peserta

13 Narsum kembali menyampaikan materi, dialog dua arah, diskusi 

dan tugas kelompok 

Materi, soal 135 menit Tanya jawab, hasil diskusi 

kelompok

14 Peserta Pelatihan menyimak, mencatat, memperhatikan dengan 

baik, bertanya, dan menanggapi jawaban sesama peserta, 

mengerjakan tugas dan diskusi kelompok

ATK, modul, soal 

tugas kelompok

135 menit Materi dapat dipahami, tugas 

kelompok dapat diselesaikan

15 Break kedua Break 15 menit Break

16 Post Test Soal Post Test 45 Menit Soal dan Lembar Jawaban Post 

Test

Jika Ada

17 Presentasi tugas kelompok, diselingi tanggapan peserta kelompok 

diskusi

Paparan hasil diskusi 

tugas kelompok

90 menit Jawaban atas tugas diskusi 

kelompok

18 Tanggapan Narsum terhadap hasil diskusi kelompok, kesimpulan Catatan hasil diskusi 

kelompok

30 menit Kesimpulan akhir

19 Mengarahkan peserta sesuai jadwal, mengarsipkan absen harian 

setiap sesi pembelajaran

Arahan jadwal 

mendatang

5 menit Arsip absensi

Total….. 1215 menit

21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2044   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan Oleh

Dasar Hukum

1. UU Nomor 5 Tahun 2014; 1. Memiliki sertifikat TOC dan MOC

2. PP No. 17 Tahun 2020; 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. Perlan Nomor 15 Tahun 2011 ; 3. Memahami agenda kegiatan 

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;

5. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021; 

6. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019. 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penawaran/Pemanggilan Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional 1. Komputer/Laptop

2. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Agenda pelaksanaan kegiatan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Jika SOP Penutupan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional tidak dilaksanakan 

maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional terkendala

Kualifikasi Pelaksana

Nama SOP
Penutupan Kegiatan Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PENUTUPAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

JFT/ Pelaksana 

bidang PKT
Kabid PKMF Kaban Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pengantar Pembuka Penutupan Pelatihan Susunan Acara 2 menit Pengantar dari 

MC

2 Mendengarkan Lagu Indonesia Raya Laptop 5 menit Tayangan Video 

Lagu Indonesia 

Raya

3 Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Naskah Laporan 45 menit Laporan Ketua 

Penyelenggara

4 Pengumuman Peserta Terbaik Data Peserta 

Terbaik 

10 menit Peserta Terbaik

5 Kesan dan Pesan Peserta Pelatihan Naskah Pesan 

dan Kesan 

15 menit Kesan dan Pesan 

Peserta

6 Tayangan Video Selama Pelatihan Laptop 5 menit Tayangan Video

7 Sambutan Kepala BPSDM Naskah Sambutan 45 menit Teks Sambutan

8 Pelepasan tanda Peserta Kalung Peserta 5 menit Pelepasan Tanda 

Peserta

9 Mendengarkan Lagu Bagimu Negeri/ Satu Nusa 

Satu Bangsa/ Syukur

Video 5 menit Tayangan Video

10 Pembacaan Doa Naskah Doa 5 menit Doa

11 Pengantar Penutupan Pelatihan Susunan Acara 2 menit Penutup dari MC

Total …... 144 menit

NO Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku

KET

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2045   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan Oleh

Dasar Hukum

1. UU Nomor 5 Tahun 2014; 1. Memiliki sertifikat TOC dan MOC

2. PP No. 17 Tahun 2020; 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. Perlan Nomor 15 Tahun 2011 ; 3. Memahami agenda kegiatan 

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;

5. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021; 

6. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019. 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1. Komputer/Laptop

2. Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Agenda pelaksanaan kegiatan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Jika SOP Penerbitan Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional tidak dilaksanakan 

maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional terkendala

Kualifikasi Pelaksana

Nama SOP
Penerbitan Sertifikat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 

Fungsional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PENERBITAN SERTIFIKAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

Kabid PKMF
JFT/Pelaksana 

Bidang PKMF

Pejabat 

Pelaksana / 

Pejabat 

Fungsional 

Subbag Umpar

Sekretaris Kaban LAN RI Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14

1 Menerima/mengumpulkan/meneliti data peserta pelatihan Agenda 15 menit Disposisi Untuk pelatihan yang 

diselenggarakan 

BPSDM Prov. Kalbar, 

data berdasarkan hasil  

registrasi online peserta

2 Membuat dan Mengetik konsep surat permohonan nomor 

kode registrasi sertifikat

Disposisi, 

konsep surat

60 menit Konsep surat

3 Meneliti/mengkoreksi konsep surat permohonan nomor 

kode registrasi sertifikat, jika setuju membuat nota dinas 

dan menyampaikan ke kaban, jika tidak mengembalikan 

kepada pengelola untuk diperbaiki

Disposisi, 

Konsep surat

30 menit Nota dinas, 

Konsep surat

4 Meneliti/mengkoreksi konsep surat permohonan nomor 

kode registrasi sertifikat, memberi paraf, membuat 

disposisi dan menyampaikan ke kaban

Nota dinas, 

Konsep surat

5 menit Nota dinas, 

Konsep surat

5 Meneliti/mengkoreksi dan menandatangani surat 

permohonan nomor kode registrasi sertifikat serta 

membuat disposisi

Nota dinas, 

Konsep surat

5 menit Disposisi, Surat

6 Mencatat, mengagendakan, memberi nomor surat, 

meneruskan ke bidang PKMF

Disposisi, 

Surat

5 menit Penomoran 

surat

7 Mengupload  data peserta pada aplikasi Smartbangkom Disposisi, 

Surat

60 menit Mengirim surat, 

Upload data

8 Menerima surat dan data kemudian mengirim nomor 

kode registrasi sertifikat melalui aplikasi smartbangkom

Surat, data 2 hari Nomor kode 

registrasi 

sertifikat

SOP LAN

NO Kegiatan

Mutu Baku

KET

Pelaksana

Y

T

11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Kabid PKMF
JFT/Pelaksana 

Bidang PKMF

Pejabat 

Pelaksana / 

Pejabat 

Fungsional 

Subbag Umpar

Sekretaris Kaban LAN RI Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14

NO Kegiatan

Mutu Baku

KET

Pelaksana

9 Memberikan data peserta beserta nomor kode registrasi 

sertifikat kepada pihak percetakan 

Disposisi 60 menit Arahan

10 Meneliti/mengkoreksi sertifikat dan membuat nota dinas 

untuk disampaikan ke kaban

Disposisi, 

Sertifikat

20 menit Nota dinas, 

Sertifikat

Untuk pelatihan yang 

diselenggarakan 

BPSDM Prov. Kalbar, 

kabid turut 

menandatangani 

sertifikat

11 Meneliti/mengkoreksi dan menandatangani sertifikat serta 

membuat disposisi

Nota dinas, 

Sertifikat

20 menit Disposisi, 

Sertifikat

Untuk Pelatihan 

Struktural 

Kepemimpinan  sertifikat 

ditandatangani  oleh 

Sekretaris Daerah atau 

Gubernur,  Sertifikat 

Pelatihan Dasar 

ditandatangani  secara 

elektronik oleh Kepala 

BPSDM Provinsi kalbar, 

Pelatihan Fungsional 

dan Pelatihan Teknis 

ditandatangani oleh 

Kaban beserta Kabid

12 Mencatat, menggandakan, mengarsipkan, dan 

menyerahkan sertifikat kepada peserta pelatihan yang 

diselenggarakan di BPSDM Prov. Kalbar, serta 

mengirimkan sertifikat kepada pihak terkait untuk 

penyelenggaraan pelatihan di kab/kota

Disposisi, 

Sertifikat

60 menit Agenda 

(catatan), arsip 

surat/nota dinas, 

sertifikat, dan 

disposisi
Total….. 3220 menit

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2035    /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 1. Pendidikan minimal D3

2. 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. 3. 

Ag

Memahami agenda kegiatan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP pendaftaran keikutsertaan pada pengembangan kompetensi teknis melalui SIPAKET 1. 

2. SOP Pemanggilan peserta kegiatan pengembangan kompetensi teknis 2. 

3. SOP penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis 3. 

Ag4. SOP penyusunan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi 

teknis

5. SOP penyusunan laporan dan tindak lanjut penyelenggaraan kegiatan  pengembangan kompetensi 

teknis

Peringatan Pencatatan dan pendataan

terkendala

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi teknis Buku agenda surat keluar

Komputer/Laptop

Alat Tulis Kantor (ATK)

Agenda pelaksanaan kegiatan

Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019;

Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pengembangan Kompetensi Teknis

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021;

Nama SOP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PENYAMPAIAN INFORMASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 

JFT/ Pelaksana 

bidang PKT
Kabid PKT Sekretaris Kaban Arsiparis Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 g 6 9 10 11 12

1 Membuat draft surat dan Nota Dinas mengenai  

Informasi Penyelenggaraan Kegiatan 

Pengembangan Kompetensi Teknis

Agenda 1 jam Nota Dinas dan 

Surat Penawaran

2 Meneliti, koreksi surat dan nota dinas, jika setuju 

menandatangani Nota dinas dan memberi paraf 

pada surat, jika tidak mengembalikan nota dinas 

dan surat untuk diperbaiki

Surat Penawaran 20 menit Surat Penawaran

3 Meneliti, koreksi surat, jika setuju memberi paraf 

pada surat, jika tidak mengembalikan surat ke 

bidang untuk diperbaiki

Surat Penawaran 10 menit Disposisi, surat 

penawaran

4 Meneliti, koreksi surat, jika setuju 

menandatangani surat, jika tidak mengembalikan 

surat ke bidang untuk diperbaiki

Surat Penawaran 10 menit Disposisi, surat 

penawaran

5 Mencatat dan memberi nomor surat, serta 

meneruskan ke bidang pengelola 

Disposisi, surat 

penawaran

5 menit Nomor surat

6 Mencatat, menggandakan, membuat tanda 

terima surat keluar, mendistribusikan surat dan 

mengarsipkan surat 

Surat Penawaran 2 hari Surat Penawaran, 

arsip

Total ….... 2.985 menit

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

Y

T

T

Y

T

Y

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2036   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 

2.

3. 3. Memahami agenda kegiatan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyusunan Surat Masuk 

2. SOP Penyusunan Surat Keluar 

3. SOP Penyelenggaraan Diklat 

Peringatan Pencatatan dan pendataan

kompetensi teknis terkendala

NAMA PERANGKAT DAERAH

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

2. Alat tulis kantor 

1. Komputer/Laptop

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pendataan peserta kegiatan pengembangan Jadwal Pengembangan Kompetensi

3. Agenda pelaksanaan kegiatan

Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019;

Pendaftaran keikutsertaan pada pengembangan 

kompetensi teknis melalui SIPAKET 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021; 1. Pendidikan minimal D3

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021; 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN PADA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS MELALUI 

SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS (SIPAKET) 

Pelaksana

Calon Peserta Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7

1 Melakukan login ke Portal http://pkt-bpsdm.kalbarprov.go.id/ Laptop/Gedget 1 menit Portal 

2  Memilih menu Agenda Kegiatan di laman SIPAKET Laptop/Gedget 1 menit Laman 

3 Melihat dan meneliti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 

yang akan diikuti sesuai dengan tugas dan fungsi 

Laptop/Gedget 1 menit Laman 

4 Memilih Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang akan 

diikuti di laman SIPAKET 

Laptop/Gedget 1 menit Laman 

5 Mengklik Menu Daftar Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 

yang dipilih di laman SIPAKET 

Laptop/Gedget 1 menit Laman 

6 Terdaftar sebagai Calon Peserta Laptop/Gedget 1 menit Calon Peserta 

Total…. 6 menit

No. Aktifitas
Mutu Baku

Ket

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2037   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 

2.

3. 3. Memahami agenda kegiatan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP pendaftaran keikutsertaan pada pengembangan kompetensi teknis 

melalui SIPAKET

2. SOP Pemanggilan peserta kegiatan pengembangan kompetensi teknis

3. SOP penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis

4. SOP penyusunan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan 

pengembangan kompetensi teknis

5. SOP penyusunan laporan dan tindak lanjut penyelenggaraan kegiatan 

pengembangan kompetensi teknis

Peringatan Pencatatan dan pendataan

kompetensi teknis terkendala

Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019;

Pemanggilan Peserta Pelatiahan Pengembangan 

Kompetensi Teknis 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021; 1. Pendidikan minimal D3

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021; 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. Agenda pelaksanaan kegiatan

1. Komputer/Laptop

2. Alat Tulis Kantor (ATK)

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan pengembangan Buku agenda surat keluar

NAMA PERANGKAT DAERAH

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PEMANGGILAN PESERTA PELATIHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 

JFT/ Pelaksana 

bidang PKT
Calon Peserta Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 7 8 9 10

1 Pemberitahuan Jadwal Kegiatan Pengembangan 

Kompetensi Teknis selama 1 Tahun di SIPAKET 

Laptop/Gedget 1 jam Jadwal Kegiatan 

2 Calon Peserta Mendaftar Kegiatan 

Pengembangan Kompetensi Teknis Melalui 

SIPAKET 

Laptop/Gedget 3 Menit Portal 

3 Mengecek Calon Peserta di SIPAKET Laptop/Gedget 10 menit Portal 

4 Memilih Calon Peserta Sesuai Target Laptop/Gedget 30 Menit Portal 

5 Membuat Surat Pemanggilan Calon Peserta Laptop/Gedget 15 Menit Surat Pemangilan 

6 Konfirmasi Ulang terkait Calon Peserta Ke OPD 

Masing-masing 

Laptop/Gedget 1 Hari Surat Balasan 

7 Terpilih Calon Peserta Sesuai Target Laptop/Gedget 3 Menit Calon Peserta 

Total ….... 1.561 menit

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2038   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 

2.

3. 3. Memahami agenda kegiatan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP pendaftaran keikutsertaan pada pengembangan kompetensi teknis  melalui SIPAKET

2. SOP Pemanggilan peserta kegiatan pengembangan kompetensi teknis

3. SOP penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis

4. SOP penyusunan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi 

teknis

5. SOP penyusunan laporan dan tindak lanjut penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi 

teknis

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019;

Pembukaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi 

Teknis 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021; 1. Pendidikan minimal D3

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021; 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

2. Alat Tulis Kantor (ATK)

1. Komputer/Laptop

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi teknis terkendala Buku agenda surat keluar

3. Agenda pelaksanaan kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PEMBUKAAN PELATIHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 

JFT/ Pelaksana 

bidang PKT
Kabid PKT Sekretaris Kaban Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pengantar Pembukaan Miic 2 menit Susunan Acara 

2 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Laptop/Gedget 5 menit Acara

3 Pembacaan Doa Map Sambutan 5 menit Text Doa 

4 Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Laptop/Gedget 30 menit Text Sambutan 

5 Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Map Sambutan 30 menit Text Sambutan 

6 Pengalungan Tanda Peserta Laptop/Gedget 5 menit Acara

7 Foto Bersama Undangan dan Peserta Pelatihan Kamera 5 menit Susunan Acara 

8 Pengantar Penutupan Laptop/Gedget 2 menit Susunan Acara 

Total ….... 84  menit

No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Ket

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2039   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 1. Pendidikan minimal D3

2. 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. 3. Memahami agenda kegiatan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 1. 

2. SOP pendaftaran keikutsertaan pada pengembangan kompetensi teknis melalui SIPAKET 2.

3. SOP Pemanggilan peserta kegiatan pengembangan kompetensi teknis 3.

4. SOP penyusunan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan  pengembangan kompetensi 

teknis

5. SOP penyusunan laporan dan tindak lanjut penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi 

teknis

Peringatan Pencatatan dan pendataan

kompetensi teknis terkendala

Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019;

Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi 

Teknis

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021;

Nama SOP

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan pengembangan Jadwal Pengembangan Kompetensi

Agenda pelaksanaan kegiatan

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer/Laptop

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 

Peserta Pelatihan Nara  Sumber Pendamping Panitia bangkom Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Peserta melakukan registrasi Agenda 5 menit Absen, toolkit, 

2. Meminta Surat Tugas, surat pernyataan sanggup 

mengikuti kegiatan, dan bio data, jadwal kegiatan serta 

menyerahkan toolkit kepada peserta dan memberikan 

arahan kegiatan selanjutnya

Absen, toolkit, 1 jam ST, Biodata, surat 

pernyataan dll

3. Peserta Pelatihan menempati ruangan yang sudah 

disediakan panitia

Persiapan 

mengikuti pelatihan

15 menit Ruangan

4. Pendamping terlebih dahulu mengarahkan peserta 

Pelatihan untuk menandatangani daftar hadir, 

memperkenalkan narasumber

Absen, Biodata 

Narsum

5 menit Data Kehadiran 

peserta, 

Penyampaian 

Biodata Narsum

5. Pre Test Soal Pre Test 45 menit Soal dan lembar 

jawaban Pre Test

Jika ada

6. Narsum menyampaikan paparan materi kepada peserta 

Pelatihan

Bahan ajar (materi 

Diklat)

135 menit Penyampaian 

bahan ajar (materi)

7. Peserta Pelatihan menyimak, mencatat, memperhatikan 

dengan baik, bertanya, dan menanggapi jawaban 

sesama peserta

ATK, modul dll 135 menit Materi dapat 

dipahami

8. Break pertama Break 15 menit Break

9. Narasumber kembali menyampaikan paparan, dialog, 

diskusi dua arah

Bahan ajar (materi 

Diklat), tanya 

jawab

135 menit Penyampaian 

bahan ajar 

(materi), solusi dan 

pemecahan 
10. Pendamping memantau jalannya pelaksanaan Pelatihan, 

mencatat keadaan yang sedang berlangsung, dan 

membantu narsum untuk keperluan dikjartih di dalam 

kelas

ATK, pengeras 

suara dll

135 menit Terpenuhi 

kebutuhan didalam 

kelas diklat

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Peserta Pelatihan Nara  Sumber Pendamping Panitia bangkom Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

11. Ishoma Break 60 menit Break

12. Peserta Pelatihan menandatangani daftar hadir sesi 

selanjutnya

Absen (daftar 

hadir) peserta

15 menit Data kehadiran 

peserta

13. Narsum kembali menyampaikan materi, dialog dua arah, 

diskusi dan tugas kelompok 

Materi, soal 135 menit Tanya jawab, hasil 

diskusi kelompok

14. Peserta Pelatihan menyimak, mencatat, memperhatikan 

dengan baik, bertanya, dan menanggapi jawaban 

sesama peserta, mengerjakan tugas dan diskusi 

kelompok

ATK, modul, soal 

tugas kelompok

135 menit Materi dapat 

dipahami, tugas 

kelompok dapat 

diselesaikan
15. Break kedua Break 15 menit Break

16. Post Test Soal Post Test 45 menit Soal dan lembar 

jawaban Post Test

Jika ada

17. Presentasi tugas kelompok, diselingi tanggapan peserta 

kelompok diskusi

Paparan hasil 

diskusi tugas 

kelompok

90 menit Jawaban atas 

tugas diskusi 

kelompok

18. Tanggapan Narsum terhadap hasil diskusi kelompok, 

kesimpulan

Catatan hasil 

diskusi kelompok

30 menit Kesimpulan akhir

19. Mengarahkan peserta sesuai jadwal, mengarsipkan 

absen harian setiap sesi pembelajaran

Arahan jadwal 

mendatang

5 menit Arsip absensi

Total….... 1215 menit

21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/   2040   /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 1. Pendidikan minimal D3

2. 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. 3. Memahami agenda kegiatan 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP pendaftaran keikutsertaan pada pengembangan kompetensi teknis melalui SIPAKET 1. 

2. SOP Pemanggilan peserta kegiatan pengembangan kompetensi teknis 2. 

3. SOP penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis 3. 

4. SOP penyusunan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi 

teknis

5. SOP penyusunan laporan dan tindak lanjut penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi 

teknis

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Penutupan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021;

Buku agenda surat keluarJika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi teknis terkendala

Agenda pelaksanaan 

kegiatan

Komputer/Laptop

Alat Tulis Kantor (ATK)

Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019;

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifiaksi Elektronik (BSrE), BSSN



SOP PENUTUPAN PELATIHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOPETENSI TEKNIS 

JFT/ Pelaksana 

bidang PKT
Kabid PKT Sekretaris Kaban Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 g 6 9 10 11 12

1 Pengantar Pembuka Penutupan Pelatihan Mic 2 menit Susunan Acara 

2 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

Laptop/Gedget 

5 menit Acara 

3 Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Map Sambutan 30 menit Text Sambutan 

4 Pengumuman Peserta Terbaik 

Laptop/Gedget 

10 menit
Data Peserta 

Terbaik 

5 Kesan dan Pesan Peserta Pelatihan 

Laptop/Gedget 

15 menit Pesan dan Kesan 

6 Tayangan Video Selama Pelatihan 

Laptop/Gedget 

5 menit Video Kegiatan

7
Sambutan Kepala Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 
Map Sambutan 30 menit Text Sambutan 

8
Pelepasan tanda Peserta Oleh Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Laptop/Gedget 

10 menit Acara 

9 Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri 

Laptop/Gedget 

5 menit Tayangan Video 

10 Pembacaan Doa Mic 5 menit Text Doa 

11 Pegantar Penutupan Pelatihan Mic 2 menit Susunan Acara 

Total….... 119 menit

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Nomor SOP 000.8.3.2/    1985       /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 1. Pendidikan minimal DIII

2. 2. Memahami prosedur penyewaan tempat dan standar biaya

3. 3. Memahami agenda kegiatan 

4. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengurusan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Pengurusan Surat Keluar 2. 

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyewaan tempat terkendala Buku agenda penyewaan tempat

Penyewaan Tempat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 ;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ;

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021 ;

Komputer/laptop/printer

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT

Nama SOP
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Pengguna 

JFT/Pelaksana 

subbag Umum 

dan Aparatur

Kasubbag 

Umpar
Sekretaris Kepala Badan

Pelaksana 

subbag Umum 

dan Aparatur

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pengguna mengajukan dan menyampaikan 

surat peminjaman tempat

Agenda 5  Menit Surat permohonan 

peminjaman tempat

2 Menerima, mencatat, memeriksa agenda 

kegiatan dan menyerahkan surat ke 

Kasubbag Umum dan Aparatur

                                                                                                                                                                 Surat permohonan 

peminjaman tempat

5 menit Lembar disposisi

3 Membaca surat masuk dan membuat Nota 

Dinas kemudian menyerahkan kepada 

Sekretaris 

Surat permohonan 

peminjaman tempat 

dan Lembar Disposisi

5 menit Nota Dinas dan Surat

4 Membaca surat masuk dan membuat Nota 

Dinas kemudian menyerahkan kepada 

Kepala Badan 

Nota Dinas dan Surat 5 menit Nota Dinas dan Surat

5 Membaca surat masuk dan kemudian 

membuat disposisi arahan untuk ditindak 

lanjuti

Nota Dinas dan Surat 5 menit Disposisi arahan

6 Meneriman dan membaca Disposisi arahan 

serta Tindak lanjut 

Disposisi arahan 5 menit Tindak lanjut

7 Membaca disposisi arahan, mengecek 

jadwal penyewaaan, menghubungi 

pengguna, serta menyiapkan sarana/tempat 

yang disewakan jika di fasilitasi

Surat, disposisi 

arahan

60  menit Tindak lanjut, surat 

balasan dan atau 

pemberitahuan 

dengan WA/ telp

8 Informasi persetujuan/tidak setuju 

penggunaan sarana

Pemberitahuan 5 menit Penggunaan sarana

Total….... 95 menit

SOP PENYEWAAN TEMPAT

No. Kegiatan

Mutu Baku

Ket

Pelaksana
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Nomor SOP 000.8.3.2/    2033     /BPSDM

Tanggal Pembuatan 9 Oktober 2023

Tanggal Revisi 6 November 2023

Tanggal Efektif  4 Desember 2023

Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 1. Pendidikan minimal D3

2. 2. Memahami prosedur penyelenggaraan pelatihan

3. 3. Memahami agenda kegiatan

4. 

5.

6.

7.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN 1. 

2. 

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Buku agenda surat keluar

Pelatihan terkendala

Komputer/Laptop/printer 

ATK

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan

Fasilitasi Izin Penyelenggaraan Pelatihan

PP Nomor 11 Tahun 2017

Permendagri Nomor 108 tahun 2017

Perlan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

UU Nomor 5 Tahun 2014

Nama SOP

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
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SOP PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

JFT/ Pelaksana 

bidang SKPK
Kabid SKPK LAN RI Kaban Tim Monev Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima proposal Penyelenggaraan Pelatihan 

dari perangkat Daerah atau Kabupaten/Kota

Proposal 15 menit Proposal 

2 Meneliti, koreksi proposal penyelenggaraan 

pelatihan, jika setuju melaporkan proposal, jika 

tidak mengembalikan proposal untuk perbaikan

Proposal 1 jam Proposal 

3 Verifikasi dan Validasi Proposal sesuai syarat 

penyelenggaraan pelatihan

Proposal 2 jam Proposal 

4 Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan 

Pelatihan ke LAN RI

Surat, Proposal 5 hari Surat, Proposal

5 Menerima rekomendasi pelaksanaan Pelatihan 

dari LAN RI

Surat, Proposal 30 menit Surat, Proposal

6 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelatihan Proposal 1 hari Surat Izin

Total….. 8.865 menit

Mutu Baku

No. Aktivitas Ket.

Y

T

Y

Y

T

T
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